KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

NOMOR : 5/HK.03.1/3505/2022
TENTANG

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI

KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR

TAHUN 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR,

Menimbang:

a. bahwa untuk melaksanakan ketentuan Pasal 26

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun
2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum
menyatakan Struktur PPID terdiri dari :

1. Pembina PPID

Tim Pertimbangan Pelayanan Informasi

Atasan PPID

PPID

ol L

Tim Penghubung Penyedia Informasi dan
Dokumentasi

6. Desk Pelayanan Informasi dan Dokumentasi

. bahwa berdasarkan ketentuan Pasal 27 ayat (1) dan

ayat (3) Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1
Tahun 2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan
Informasi Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan
Umum menyatakan : “ (1) PPID diangkat oleh Ketua
KPU/Ketua KPU Prov/KIP Aceh dan Ketua KPU/KIP
Kabupaten/Kota; (3) PPID sebagaimana dimaksud
adalah Pejabat pada hubungan Partisipasi Masyarakat;

. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana

dimaksud dalam huruf a, dan huruf b, Komisi

Pemilihan Umum Kabupaten Blitar perlu menetapkan



Mengingat :

1.

-2-

Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi (PPID)
Tahun 2022;

Undang - Undang Nomor 36 Tahun 1999 tentang
Telekomunikasi (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 1999 Nomor 154, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 3881);

Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2008 tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 58, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4843
sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 19 Tahun 2016 tentang Perubahan Atas
Undang-Undang Nomor 11 Tahun 2018 Tentang
Informasi dan Transaksi Elektronik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 251,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5952);

Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2008 tentang
Keterbukaan Informasi Publik (Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 2008 Nomor 61, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4846);
Undang-Undang Nomor 25 Tahun 2009 tentang
Layanan Publik (Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 2009 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 5038);

Undang-Undang Nomor 7 Tahun 2017 tentang
Pemililhan Umum (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 182, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6109);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 1 Tahun
2015 tentang Pengelolaan dan Pelayanan Informasi
Publik di Lingkungan Komisi Pemilihan Umum (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 456);
Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 08 Tahun
2019 tentang Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum,

Komisi Pemilihan Umum Provinsi, dan Komisi



10.

14
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Pemilihan Umum Kabupaten (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2019 Nomor 320) sebagaimana telah
beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Republik Indonesia Nomor 4
Tahun 2021 tentang Perubahan Ketiga atas Peraturan
Komisi Pemilihan Umum Nomor 8 Tahun 2019 tentang
Tata Kerja Komisi Pemilihan Umum, Komisi Pemilihan
Umum Provinsi, dan Komisi Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2021 Nomor 786);

Peraturan Komisi Pemilihan Umum Nomor 14 Tahun
2020 tentang Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan
Tata Kerja Sekretariat Jenderal Komisi Pemilihan
Umum, Sekretariat Komisi Pemilihan Umum Provinsi,
Dan Sekretariat Komisi = Pemilihan Umum
Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2020 Nomor 1236);

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2013
tentang Prosedur Penyelesaian Sengketa Informasi
Publik (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2013
Nomor 649, Tambahan Berita Negara Republik
Indonesia Nomor 5);

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2019
tentang Standar Layanan dan Prosedur Penyelesaian
Sengketa Informasi Pemilihan Umum dan Pemilihan
(Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor
189);

Peraturan Komisi Informasi Nomor 1 Tahun 2021
tentang Standar Layanan Informasi Publik (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomer 741,
Tambahan Berita Negara Republik Indonesia Nomer
37).
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MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN KOMISI PEMILIHAN UMUM TENTANG

KESATU

KEDUA

KETIGA

PENETAPAN PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN
DOKUMENTASI KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN
BLITAR TAHUN 2022.

Menetapkan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
(PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten Blitar Tahun
2022;

Nama - nama Pejabat Pengelola Informasi dan
Dokumentasi (PPID) Komisi Pemilihan Umum Kabupaten
Blitar sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU,
tercantum dalam Lampiran Keputusan ini dan merupakan
bagian yang tidak terpisahkan dari Keputusan ini;
Keputusan ini mulai berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Blitar
Pada tanggal : 2 Februari 2022

KETUA KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR

ttd

HADI SANTOSA

Salinan sesuai dengan aslinya
SEKRETARIAT KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
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Lampiran : Keputusan KPU Kabupaten Blitar

Nomor : 5/HK.01/3505/2022

Tentang :Penetapan Pejabat Pengelola Informasi dan Dokumentasi
KPU kabupaten Blitar Tahun 2022

STRUKTUR ORGANISASI
PEJABAT PENGELOLA INFORMASI DAN DOKUMENTASI (PPID)
KOMISI PEMILIHAN UMUM KABUPATEN BLITAR TAHUN 2022

DEWAN PEMBINA PPID
HADI SANTOSA, S.H., M.H. TIM PERTIMBANGAN

? ................... > 1. NIKMATUS SHOLIHAH, S.Pd., MM
' - - 2. MUHAMMAD BAHAUDIN, ST
: 3. CHEPTO ROSDYANTO, MPd

A= 4. RULY KUSTATIK, SE

ATASAN PPID
PUSPITA PALUPI, S.Sos.

2
1
]
1
1
]

v!

PPID
M. BURHANUDIN, SH
4
1
1
1
1
:
TIM PENGHUBUNG

1. DIAN INDRIANI, SH
2. JERRY HANRY HUKOM
3. UNIK MAYORIYATI, SE

0

vi
DESK PELAYANAN
. M. HUDDIN MUKHLISIN

1

2. ARTINA VITA NINGRUM, S.IP
3. NADIA INTAN BELINDA, SH
4
5

. AGUNG WIDYA N
. AGUS SUBAGYO, ST

Keterangan :

=7 _:Instriksi
————— » : Koordinasi
------- * :Tanggungjawab

Salinan sesuai dengan aslinya

KOMISI PEMILIHAN UMUM
KABUPATEN BLITAR
KETUA
ttd
HADI SANTOSA






